BUPATI ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

o

—_

ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuali dengan
asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBK
Tahun Anggaran 2017.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perubahan APBK
tahun anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Qanun.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentan% Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentan Pa;jak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);

Undané;-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Per;\relenggaraan Negara
K}ang ersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang[ll Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang....



10.

11.

12.

13.

14.

13.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan Perbendaharaan Negara
f.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan
Perun ang-Un angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
glgsn;c))r 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), seba%aimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengielolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2013 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah....



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

21,

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
l;lso_%c))r 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kine%a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintan, Laporan
Keteran?an Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat Ll_embaran Negara Republik Indonesia Tahun
iggg)Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Pemerintah.....



29,

30.
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32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan_Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang
perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana
Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 71);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2008 Nomor 253);

40. Qanun Kabupaten....



Menetapkan

40.

41.

42.

43.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 3 “(Nomor Register
Qanun Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh ( 3/3/2017)");

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2017 Nomor 7 “(Nomor Register Qanun Kabupaten Aceh
Utara, Provinsi Aceh ( 7 /71 /2017)");

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ( Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2013 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATE:II ACEH UTARA
an
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

 QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2017 semula berjumlah Rp. 2.701.388.665.095,83 bertambah sejumlah
Rp. 6.760.644.200,00 sehingga menjadi Rp. 2.708.149.309.295,83 dengan
rincian sebagai berikut :

1s

Pendapatan
a. Semula Rp. 2.701.388.665.095,83
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.760.644.200,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.708.149.309.295,83
Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.714.589.771.908,83
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 37.822.522.611,00
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.752.412.294.519,83

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (44.262.985.224,00)

Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 22.328.655.046,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 21.934.330.178.00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 44.262.985.224,00

b. Pengeluaran....



b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 9.127.548.233,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp.  (9.127.548.233,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 44.262.985.224,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahanRp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.

Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp.  247.111.499.871,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 8.160.644.200,00
Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp.  255.272.144.071,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.575.506.163.244,83
2) Bertambah /(berkurang) Rp.  (1.400.000.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan Rp. 1.574.106.163.244,83
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula - Rp. 878.771.001.980,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 878.771.001.980,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 23.386.309.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1.400.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah

perubahan Rp. 24.786.309.000,00
Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 3.610.850.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah

perubahan Rp. 3.610.850.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 20.015.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 20.015.000.000,00
Zakat

1) Semula Rp. 9.900.032.00,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Zakat setelah perubahan Rp. 9.900.032.00,00

e. Lain-lain pendapatan...



e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp.  190.199.308.871,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 6.760.644.200,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 196.959.953.071,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana Transfer Umum

1) Semula Rp. 1.235.281.787.573,83
2) Bertambah /(berkurang) Rp.  (1.400.000.000,00)
Jumlah Dana Transfer Umum setelah
perubahan Rp. 1.233.881.787.573,83
b. Dana Transfer Khusus
1) Semula Rp.  340.224.375.671,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah
Perubahan Rp.  340.224.375.671,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 57.264.189.715,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.  57.264.189.715,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 642.814.441.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus Setelah Perubahan Rp. 642.814.441.000,00

¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp.  178.692.371.265,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.  178.692.371.265,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.736.483.186.802,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp.  (2.486.663.390.49)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

perubahan Rp. 1.733.996.523.411,51

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.  978.106.585.106,83
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 40.309.186.001,49
Jumlah Belanja Langsung setelah

perubahan Rp. 1.018.415.771.108,32

(2). Belanja Tidak Langsung....



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 914.753.971.336,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 842.886.609.51
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.  915.596.857.945,51

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

perubahan Rp. 3.500.000.000,00
c. BelanjaHibah

1) Semula Rp. 32.103.358.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (485.000.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan Rp. 31.618.358.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 24.728.385.046,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (661.450.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

perubahan Rp. 24.066.935.046,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 2.643.434.255,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 2.643.434.255,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
1) Semula Rp.  754.552.938.165,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 18.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

setelah perubahan Rp.  754.570.938.165,00
g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula ~ Rp. 4.201.100.000,00

2) Bertambah /(berkurang) - Rp.___(2.201.100.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000.00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.  74.199.123.200,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1.083.650.500,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp. 75.282.773.700,00

c. Belanja Barang dan Jasa...



b. Belanja Barang dan Jasa

467.445.182.967,00
24.234.152.634,15

1) Semula Rp.

2) Bertambah /(berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan Rp.
c. Belanja Modal

1) Semula Rp.

2) Bertambah /(berkurang) Rp.

491.679.335.601,15

436.462.278.939,83
14.991.382.867,34

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.

Pasal 4

451.453.661.807,17

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 22.328.655.046,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 21.934.330.178,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan  Rp. 44.262.985.224,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 9.127.548.233,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (9.127.548.233,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

22.328.655.046,00

pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
1) Semula Rp.
2) Bertambah /(berkurang) Rp.

21.934.330.178.00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp.

44.262.985.224,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada éyat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Pembayaran Utang Pihak ke tiga
1) Semula Rp. 9.127.548.233,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp.  (9.127.548.233,00)
Jumlah Pembayaran Pihak Ketiga
setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari;

1. Lampiran |  Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran Il Ringkasan  Perubahan APBK  menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran L Rincian  Perubahan APBK  menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

4, Lampiran IV....
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4, Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah  Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan,

7. Lampiran VIl Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIll Daftar piutang daerah;

9. Lampiran IX Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

11. Lampiran XI  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran Xl Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran. Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat
menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak
mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7....
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Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai
landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 5 Desember 2017 M
15 Rabi'ul Awal 1439 H

x/BUPATI ACEH UTARAQA,
'—’1\ yL‘&.G'_‘

H. MUHAMMAD THAIB
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2017 M
15 Rabi'ul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH \4
ATEN ACEH UTARA;

PARAF KOORDINASI
Kepala BPKD oﬁ
Kabid. Anggaran //%
Kabag Hukum ] L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH : (9/133/2017)



